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Pengaruh One Stop Service Policy terhadap Peningkatan
Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta
(Studi Kasus: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)
Yuhariyatmono

ABSTRAK

Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola wilayahnya
masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Salah satu keikutsertaan pemerintah daerah di Provinsi DKI
Jakarta adalah upaya penerapan one stop service policy dengan membentuk Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi DKI
Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kebijakan tersebut terbentuk atas dasar 3 pilar yaitu pencegahan korupsi, perbaikan
iklim investasi, dan perbaikan pelayanan publik. Penerapan one stop service policy
merupakan perwujudan reformasi birokrasi dan good governance dalam rangka
meningkatkan pelayanan pada perizinan dan non-perizinan dan penanaman modal di
Provinsi DK Jakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis
dekriptif data primer dan skunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
studi literatur. Pada hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memliki pengaruh
yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan dan
penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan realisasi
pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tercapai bahkan
melebihi target dan berbagai upaya dilakukan untuk pemenuhan indikator-indikator
kemudahan berbisnis menurut World Bank dalam memulai bisnis (starting business)
dan izin pembangunan gudang (dealing with contruction permits).

Kata Kunci: One Stop Service Policy, Penanaman Modal, dan Good Governance
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PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS : Pegawai Negeri Sipil

P2B : Pengawasan dan Penertiban Bangunan
PT : Perseroan Terbatas

PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Renstra  : Rencana Strategis
RPJMD  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT/RW  : Rukun Tetangga / Rukun Warga

RTLB : Rencana Tata Letak Bangunan
SAP : Simple Assesment Program
SDM : Sumber Daya Manusia

SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLF - Sertifikat Layak Fungsi

SOP : Standar Operasional Prosedur
SPM : Standar Pelayanan Minimal
TDP : Tanda Daftar Perusahaan

TOD : Transit Oriented Development
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UKL
UKPD
UNDP
upP
UPL
UPPD

: Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup
: Unit Kerja Perangkat Daerah

: United Nations Development Programe
: Unit Pelayanan

: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- Unit Pelayanan Pajak Daerah
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